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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telp : (0274) 385323, 445271

Fax : (0274) 415984 Email : yogya@bpkp.go.id

Hal : Laporan Capaian Kinerja Satuan Tugas
Pengelolaan Reputasi Unit Kerja Triwulan I
Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
Selaku Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi BPKP
di Jakarta

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor HK.01.01/KEP-27/PW12/1/2023 tentang

Satuan Tugas Pengelola Reputasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sampaikan capaian kinerja Satuan Tugas

Pengelolaan Reputasi Unit Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta periode

Triwulan I Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Proteksi Hukum

No Tingkatan Sasaran Capaian Jumlah

1 Inputs Meningkatnya
kegiatan proteksi
hukum oleh
Satuan Tugas
Pengelolaan
Reputasi Unit
Kerja

Kegiatan inventarisasi, analisa, evaluasi, dan solusi hukum
terkait penerapan dan penyusunan ketentuan atau
peraturan perundang-undangan mengenai tugas
pengawasan/ APP/ APPD

-

Kegiatan litigasi dari pelaksanaan tugas pengawasan/ APP/
APPD di unit kerja

-

2) Capaian Indikator Kinerja Branding

No Tingkatan Sasaran Capaian Jumlah/
Persentase

1 Inputs Meningkatnya
jumlah publikasi
branding unit
kerja kepada
publik

Input pengelolaan media
sosial

Jumlah publikasi konten medsos
- Instagram
- Youtube
(lampiran 1)

34
6

Input pengelolaan
subdomain

Jumlah publikasi konten
subdomain
(lampiran 2)

8

Input pengelolaan media
massa

Jumlah siaran pers: -

Jumlah konferensi pers: -

2 Outputs Meningkatnya
pemahaman
publik

Output pengelolaan media
sosial

Jumlah jangkauan publikasi
media sosial (reach)
- Instagram
- Youtube
(Lampiran 1)

25.224
21.054
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No Tingkatan Sasaran Capaian Jumlah/
Persentase

Jumlah kenaikan followers media
sosial
- Instagram
- Youtube
(Lampiran 1)

101
28

Output pengelolaan
subdomain

Jumlah pengunjung subdomain:
- Jan = 5.727
- Feb = 5.791
- Mar = 5.095

16.613

Output pengelolaan media
massa

Jumlah pemberitaan terkait
Perwakilan BPKP
(Lampiran 3)

28

3 Outtakes Meningkatnya
dukungan dan
partisipasi publik

Outtake pengelolaan
media sosial

Jumlah interaksi publik (likes,
comments, shares, saves)
- Instagram
- Youtube
(Lampiran 1)

4.106
133

Outtake pengelolaan
media massa

Persentase pemberitaan terkait
Perwakilan BPKP dengan tone
positif
(Lampiran 3)

26 dari 28
(92,86%)

Selain kinerja branding yang telah ditentukan dalam Keputusan Kepala Perwakilan Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor HK.01.01/KEP-27/PW12/1/2023 tentang Satuan Tugas

Pengelola Reputasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah

Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan

kegiatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik lainnya, dengan capaian kegiatan

sebagai berikut:

No Kegiatan Capaian Jumlah Keterangan

1 Pengelolaan
Layanan
Informasi
Publik

Jumlah permintaan
informasi publik
(Lampiran 4)

Jumlah permintaan dikabulkan 25

Jumlah permintaan informasi yang
dikecualikan

-

Jumlah permintaan informasi yang
tidak dikuasai

-

Jumlah rata-rata waktu pelayanan (berapa hari yang
dibutuhkan untuk merespon permintaan, sejak
permintaan informasi masuk hingga direspon oleh
petugas layanan)

1 hari

Jumlah rata-rata waktu penyelesaian (berapa hari yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan, sejak
permintaan informasi masuk hingga diselesaikan, baik
dikabulkan/tidak)

1 hari
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No Kegiatan Capaian Jumlah Keterangan

2 Pengelolaan
Layanan
Pengaduan

Jumlah aduan yang masuk:
1) (24 Jan 2023) Gugat.id: Penyimpangan

pembangunan jalan ruas Siyono Baleharjo

2) (15 Feb 2023) Arius: Rangkap jabatan Komisaris
BUMN

2
1) TL surat (PE.03.03/S-
359/PW/5/2023, 16
Feb 2023)

2) Pengaduan diteruskan
ke BPKP Pusat

Jumlah aduan yang diselesaikan 2

3 Pengelolaan
Publikasi
lainnya

Jumlah publikasi majalah internal -

Jumlah kegiatan sosialisasi/talkshow/pameran terkait
BPKP dan peran pengawasan kepada audiens non
mitra kerja

1 Sosialisasi Anti Korupsi
dan Pengenalan BPKP
kepada Siswa SMK
Seputih Lampung
Tengah (13 Feb 2023)

Jumlah pengelolaan hubungan dengan media seperti
pemberian hak jawab/klarifikasi, media gathering,
media visit, dan kegiatan dengan media massa lainnya

-

4 Pengelolaan
dokumentasi

Jumlah kegiatan peliputan dan dokumentasi
(Lampiran 5)

8

3) Kendala yang dihadapi

Kurang optimalnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait kegiatan pengawasan yang

sedang dilaksanakan oleh bidang sebagai bahan pembuatan berita.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan

Tembusan:

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK selaku Pembina.
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Lampiran 1

Unggahan Instagram
Bulan Januari s.d. Maret 2023

(Tanpa Repost)

No Tanggal Judul Konten
Like Comment Reach

Post
Share Save

1. 7 Januari 2023 Jumuah Guyub 132 - 1939 4 1

2. 21 Januari 2023 Pakta Integritas 130 - 1920 4 -

3. 22 Januari 2023 Imlek 71 - 303 - -

4. 23 Januari 2023 Sosialisasi Perbup Nomor 46 Tahun

2022 tentang Pedoman Pengelolaan

Risiko di Lingkungan Pemkab

Magelang.

103 1 527 - 2

5. 24 Januari 2023 Perayaan Natal 97 - 653 - -

6. 29 Januari 2023 FGD Penyelenggaraan

SPIP/Manajemen Risiko Tematik

Ketahanan Pangan dan Energi

sebagai Sektor Strategis Nasional di

Perwakilan BPKP DIY.

124 - 967 - -

7. 8 Februari 2023 Dirreskrimsus Polda DIY KBP Idham

Mahdi beserta jajaran melakukan

kunjungan ke BPKP DIY.

112 - 380 - -

8. 10 Februari 2023 Rapat Kerja Kedeputian PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman

BPKP dan Kedeputian PIP Bidang

Polhukam PMK.

112 - 819 1 -

9. 12 Februari 2023 BPKP DIY menjadi responden dan

memberikan masukan dalam rangka

analisis tentang kebencanaan di

Indonesia yang dilaksanakan oleh

Analis APBN Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian Dewan Sekretariat

Jenderal DPR RI.

124 - 459 - -

10. 12 Februari 2023 Arahan Deputi Kepala BPKP DIY

Bidang IPP Bidang Polhukam PMK

Iwan Taufiq Purwanto

125 - 792 - -

11. 14 Februari 2023 Kunjungan industri SMKN 1 Seputih

Surabaya, Kabupaten Lampung

Tengah

127 - 877 - 1

12. 15 Februari 2023 FGD dengan tema “Jogja Smart

Province sebagai Akselerator

Peningkatan Pariwisata di DIY”

123 - 796 - -

13. 17 Februari 2023 BPKP DIY melakukan entry meeting

Evaluasi Perencanaan dan

Penganggaran (Evran) APBD

Sleman Tahun 2023, bertempat di

Ruang Rapat Bupati Sleman.

122 - 420 - -

14. 17 Februari 2023 Kepala Perwakilan BPKP D.I

Yogyakarta Adi Gemawan menerima

kehadiran Bupati Semarang H Ngesti

Nugraha didampingi wakil Bupati,

Sekda, para Kepala OPD, dan PPK

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen.

153 - 1390 2 1
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No Tanggal Judul Konten Like Comment Reach
Post

Share Save

15. 18 Februari 2023 Isra Miraj 93 - 273 - 2

16. 21 Februari 2023 Kepala Perwakilan BPKP DIY dan

Tim Evaluasi Perencanaan dan

Penganggaran Pemerintah DIY 2023

melakukan entry meeting penugasan

kepada Sekretaris Daerah DIY dan

jajarannya.

130 - 448 - -

17. 24 Februari 2023 Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi

Gemawan berdialog dengan

Inspektorat Kebumen dalam

kunjungan pengawasan BLUD RSUD

dan DOISP.

117 - 438 1 -

18. 25 Februari 2023 Sertijab Karyawati 120 - 1186 3 -

19. 26 Februari 2023 Gowes bareng Kepala Perwakilan

BPKP DIY ke lokasi wisata

Rowojombor Klaten.

117 - 548 - -

20. 28 Februari 2023 Observasi pemeliharaan Bendungan

Sempor dan Bangunan Penahan

Sedimentasi (BPS) Bendungan

Sempor di Kab. Kebumen

120 - 409 1 -

21. 28 Februari 2023 Kepala Perwakilan BPKP DIY

memberikan pengarahan

Optimalisasi Peran Satuan

Pengawasan Internal (SPI) BLUD di

lingkungan RSUD dr. Soedirman

Kebumen

116 - 417 1 1

22. 6 Maret 2023 Kepala Perwakilan BPKP DIY
melakukan koordinasi dalam rangka
evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran (Evran) APBD
Pemerintah Kabupaten Cilacap TA
2023

133 - 714 - -

23. 8 Maret 2023 Dalam rangka Reviu Tata Kelola
PSN DAS Serang, Kepala
Perwakilan BPKP DIY beserta tim
meninjau lokasi untuk melihat
progres pekerjaan.

116 - 415 - 1

24. 10 Maret 2023 BPKP DIY menjadi Narasumber FGD
Percepatan Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) sebagai Katalisator
Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang
diselenggarakan Inspektorat Kota
Yogyakarta

121 1 415 - -

25. 10 Maret 2023 Pembukaan HUT BPKP tahun 2023 146 2 831 - -

26. 14 Maret 2023 Perwakilan BPKP DIY, Pemkab
Klaten, dan Bank Jateng Cabang
Klaten menandatangani perjanjian
kerja sama pengembangan dan
penggunaan Aplikasi FMIS dalam
proses SP2D secara online

124 - 685 - -

27. 15 Maret 2023 BPKP DIY melakukan pengawasan
pembagunan Bendungan Bener

102 - 365 1 -

28. 20 Maret 2023 Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Koperasi Karya Audita BPKP DIY

133 - 1098 5 1

29. 20 Maret 2023 tim tenis Perwakilan BPKP DIY
menghadiri undangan pertandingan
persahabatan yang diselenggarakan
oleh PDAM Tirta Merapi Kabupaten
Klaten dan PT Taman Wisata Candi

91 - 526 1 -
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No Tanggal Judul Konten Like Comment Reach
Post

Share Save

(TWC) Borobudur, Prambanan dan
Ratu Boko

30. 21 Maret 2023 Tarhib Ramadhan 98 - 413 - -

31. 21 maret 2023 Diseminasi Penggunaan Aplikasi
Evaluasi Kinerja PDAM yang dihadiri
11 PDAM di wilayah kerja Perwakilan
BPKP DIY.

133 1 814 4 1

32. 21 Maret 2023 Hari Raya Nyepi 65 - 272 - -

33. 22 Maret 2023 Video jelang Ramadhan 197 3 2237 16 2

34. 26 Maret 2023 BPKP DIY menjadi narasumber
Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko
(AKBR) bagi para Pejabat
Fungsional Auditor di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Magelang

114 - 478 - -

Total 4041 8 25224 44 13

Catatan :
Total Followers sd. TW 1: 1.334
Jumlah Kenaikan followers dari TW 4 101
Reach account : 25.224
Like : 4.041
Comments : 8
Shares : 44
Save : 13
Interaksi Publik (Like, commets, shares, save)

4.106
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Unggahan Youtube BPKP DIY
Bulan Januari s.d. Maret 2023

No Tanggal Judul Konten
Like Comment Views Share Save

1.
10 Maret 2023

Kunjungan industri SMKN 1
Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah, ke BPKP DIY,

15 1 76

2.
10 Maret 2023

Kepala Perwakilan BPKP D.I
Yogyakarta Adi Gemawan dan
jajarannya menerima kehadiran
Bupati Semarang H Ngesti
Nugrah

7 - 403

3.
15 Maret 2023 Pembukaan HUT BPKP 2023

8 - 173

4.
16 Maret 2023

Perwakilan BPKP DIY, Pemkab
Klaten, dan Bank Jateng
Cabang Klaten
menandatangani perjanjian
kerja sama pengembangan dan
penggunaan Aplikasi FMIS
dalam proses SP2D secara
online

1 - 37

5.
24 Maret 2023 Video Sambut Ramadhan

34 - 1538

6.
24 Maret 2023 Tarhib Ramadhan

67 - 1855

Total 132 1 1855 0 0

Jumlah Reach/ Penayangan Youtube BPKP DIY s.d. Triwulan 1 Tahun 2023

Judul video Waktu publikasi

video

Reach/

Penayanga

n

Total 21054

Tarhib Ramadhan Mar 24, 2023 1855

Video Sambut Ramadhan Mar 24, 2023 1538

Perwakilan BPKP DIY, Pemkab Klaten, dan Bank Jateng Cabang Klaten menandatangani perjanjian kerja

sama pengembangan dan penggunaan Aplikasi FMIS dalam proses SP2D secara online Mar 16, 2023 37

Pembukaan HUT BPKP 2023 Mar 15, 2023 173

Kepala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Adi Gemawan dan jajarannya menerima kehadiran Bupati

Semarang H Ngesti Nugrah Mar 10, 2023 403

Kunjungan industri SMKN 1 Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, ke BPKP DIY, Mar 10, 2023 76

The Best Among You Is The Most Contributive One May 20, 2022 1000

"Wujudkan Zona Integritas dengan Inovasi Tiada Henti"- Pembangunan ZI menuju WBK Perwakilan BPKP

DIY Sep 24, 2022 1029

Hope it Inspires May 20, 2022 531

Narasumber Rakernis Ditreskrimsus Polda DIY Oct 5, 2022 531

Terima kasih kepada Para Mitra Kerja BPKP DIY May 30, 2022 357

BPKP Muda Oct 30, 2021 299

Perwakilan BPKP DIY menuju Zona Integritas, Anti Korupsi adalah Budaya Kami Jul 25, 2021 529

Sugeng Rawuh Ka BPKP Mar 4, 2020 1035

YANG PATAH TUMBUH YANG HILANG BERGANTI Cover from original song by Banda Neira Dec 31, 2020 786

Layanan Informasi Publik di Perwakilan BPKP DIY Feb 7, 2022 141

Bangunlah Pemuda, Satukan Bangsa Pemuda Maju, Jaya Indonesiaku! Oct 27, 2020 1329

Lomba Library Cafe Perwakilan BPKP DIY "HUT BPKP ke-39" Jun 25, 2022 115

Safety Briefing BPKP DIY Jun 21, 2022 130
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Judul video Waktu publikasi

video

Reach/

Penayanga

n

Yel-Yel Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Jun 2, 2020 941

"WADUL" May 21, 2021 540

Lomba Orasi "HUT BPKP ke-39" Jun 24, 2022 85

MENGHIAS KANTOR BPKP DIY Aug 30, 2022 94

Lomba Key Opinion Leader (KOL) "HUT BPKP ke-39" Jun 24, 2022 61

Bajuku Etikaku Dec 6, 2020 1004

Bajuku Etikaku "Busanaku Jati diriku" Dec 6, 2020 673

Sehari dalam Pandemi Jun 4, 2020 981

Musikalisasi Puisi BPKP DIY, Akar Pohon Kemerdekaan Aug 27, 2021 124

DERING Oct 28, 2020 129

Raker BPKP DIY 2020 Dec 27, 2020 155

Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat, & Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi

Covid-19 Nov 30, 2020 280

Untukmu Merah Putihku BPKP DIY Aug 15, 2019 443

37 tahun BPKP, Hadir Bermanfaat Jun 16, 2020 192

Bersama Bergerak Pulih Vaksinasi I Mar 19, 2021 88

Direksi PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) mengucapkan dirgahayu BPKP ke 37 Jun 3, 2020 99

Tentang Sebuah Proses Dec 24, 2020 112

Direktur PDAM Tirta Hanayani Kab. Gunung Kidul mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 2, 2020 78

Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 74 Di Perwakilan BPKP DIY Aug 19, 2019 194

Direktur PDAM Tirta Wijaya Kab. Cilacap mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 2, 2020 59

CERITAKU INSPIRASIKU Dec 7, 2020 323

Selamat Idul Fitri 1441 H May 23, 2020 100

75 Tahun Merdeka, Terus Berkarya Menuju Indonesia Maju Aug 16, 2020 147

Dari Jelantah Menjadi Berkah Dec 6, 2020 512

Upacara Peringatan Hari Ibu 2019 Feb 25, 2020 86

Natal Bersama 2020 PW11 & PW12 Dec 24, 2020 79

TU Gether We Make It Excellent Mar 4, 2020 173

Jajaran Manajemen dan Hospitalia RSUD dr. Soedirman Kab. Kebumen mengucapkan Dirgahayu BPKP

ke 37 Jun 3, 2020 62

Direktorat Reserse Polda DIY Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 47

BPKP DIY Buka Informasi Sep 25, 2019 185

Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari Kab. Bantul Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 40

Direktur PDAM Tirta Merapi Kab. Klaten mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 2, 2020 40

Sosialisasi Gerakan Wajib Pakai Masker di Pasar Godean May 17, 2020 70

Direktur PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 2, 2020 33

Wakil Walikota Magelang Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 33

Walikota Yogyakarta Mengucapkan Dirgahayu BPKP Ke 37 May 30, 2020 57

KANWIL BPN DIY MENGUCAPKAN DIRGAHAYU BPKP KE 37 Jun 3, 2020 44

Direktur PDAM Sleman Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 7 Jun 2, 2020 36

Lawan Corona Bersama Perwakilan BPKP di Seluruh Indonesia Apr 13, 2020 62

Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa Kab. Kebumen mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 39

Kepala BBW Serayu Opak mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 3, 2020 39

Bupati Purworejo Mengucapkan Dirgahayu BPKP Ke 37 Jun 1, 2020 39

Bupati Gunungkidul Mengucapkan Dirgahayu BPKP Ke 37 May 30, 2020 42

Inspektur D.I. Yogyakarta mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 86
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Judul video Waktu publikasi

video

Reach/

Penayanga

n

BAKSOS BPKPDIY Peduli Dampak COVID-19 May 3, 2020 94

Bupati Bantul Mengucapkan Dirgahayu BPKP Ke 37 May 30, 2020 41

Direktur RSD Bagas Waras Kab. Klaten mengucapkan Dirgahyu BPKP ke 37 Jun 3, 2020 46

Bupati Kebumen Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 May 31, 2020 51

Bupati Magelang Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 30 May 31, 2020 32

Bupati Kulon Progo Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 May 31, 2020 45

Sekda Kab Cilacap Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 Jun 1, 2020 22

Bupati Sleman Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 May 31, 2020 66

Bupati Klaten Mengucapkan Dirgahayu BPKP ke 37 May 31, 2020 57

Total Followers sd. TW 1:
413

Jumlah Kenaikan followers dari TW 1
28

Total Reach s.d. TW 1 21.054
View account : 1.855
Like : 132
Comments : 1
Shares : 0
Save : 0
Interaksi Publik (Like, commets, shares, save) 133

Dalam periode Bulan Januari sampai dengan Maret 2023 terdapat penambahan Followers pada Akun

Instagram sebanyak 101 Followers dan pada akun Youtube sebanyak 28 Subscribers sebagai berikut:

Media Sosial s.d. Des 2022 Jan - Mar 2023 s.d. Mar 2023

Youtube

Subscriber

Video

371

66
28

6

413
72

Instagram

Followers

Unfollow

Following

Post

1233

-

122

862

101

30

5

41

1334

-

127

903
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Lampiran 2

Pengolahan, Penulisan dan Upload Berita
ke Website Sub Domain Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

Periode Triwulan I 2023

No Kegiatan Tanggal
Publish

Judul Berita Peliput &
Penulis

Pengolah foto
menjadi GIF &

Upload

1. Focus Group Discussion

(FGD) Penyelenggaraan SPIP/

Manajemen Risiko Tematik Ketahanan

Pangan dan Energi sebagai Sektor

Strategis Nasional

30 Jan

2023

BPKP Formulasikan

Pengawasan atas

Efektivitas Tata Kelola

Ketahanan Pangan dan

Energi

Rosalia K Rosalia K

2. Analisis tentang kebencanaan di

Indonesia yang dilaksanakan oleh

Analis APBN Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian Dewan Sekretariat

Jenderal DPR RI

13 Feb

2023

BPKP DIY Beri Masukan

dalam Analisis

Kebencanaan DPR RI

Rosalia K Rosalia K

3. Kunjungan industri siswa SMK Negeri

1 Seputih Surabaya, Kabupaten

Lampung Tengah sosialisasi Anti

Korupsi.

15 Feb

2023

BPKP DIY Ajak Pelajar

Jadi Agen Antikorupsi

Rosalia K Rosalia K

4. FGD dengan tema Jogja Smart

Province sebagai Akselerator

Peningkatan Pariwisata di DIY.

16 Feb

2023

BPKP DIY Dukung Jogja

Smart Province sebagai

Akselerator Peningkatan

Pariwisata

Rosalia K Danie Y

5. Kunjungan Bupati Semarang H. Ngesti

Nugraha dalam rangka konsultasi dan

penyamaan persepsi terkait ganti rugi

aset Pemerintah Daerah Kabupaten

Semarang yang terkena

pembangunan jalan tol Yogyakarta-

Bawen.

20 Feb

2023

Bupati Semarang dan

BPKP Bahas

Pemanfaatan Ganti

Kerugian Aset Pemda

Rosalia K Danie Y

6. Entry Meeting Evaluasi Perencanaan

dan Penganggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Kabupaten

Sleman Tahun 2023.

22 Feb

2023

BPKP Kawal APBD

Sleman Melalui Evaluasi

Perencanaan dan

Penganggaran

Asri

Oktoviani

Putri

Danie Y

7. Koordinasi dan entry meeting Evaluasi

Perencanaan dan Penganggaran

APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap

TA 2023.

7 Maret

2023

BPKP DIY Kawal APBD

Kabupaten Cilacap

Rosalia K Rosalia K

8. FGD Percepatan Program

Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) sebagai Katalisator

Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

10 Maret

2023

BPKP DIY dan APIP

Daerah Koordinasikan

Pengawasan Program

P3DN

Evie FS Rosalia K
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Terbit

Judul Ringkasan Berita
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Non

Kriteria

1. rmoljawatengah.id Selasa, 17
Januari
2023

25 PNS BPPKAD
Kabupaten Magelang
Digembleng
Pengelolaan Pajak
Daerah

Pemkab Magelang menyelenggarakan

bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pajak

daerah. bimtek ini merupakan tindak lanjut dari

hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) DIY, dalam upaya

peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang berasal dari Pajak Daerah.

BPKP B

2. Harian Jogja Rabu, 25
Januari
2023

Dugaan Korupsi
Anggaran SSA.
Penghitungan
Kerugian Dinilai
Lamban

Proses audit penghitungan kerugian negara

dalam kasus dugaan korupsi anggaran

peralatan dan jasa kebersihan Stadion Sultan

Agung (SSA) dinilai lamban oleh Jogja

Corruption Watch (JCW). JCW menilai audit

yang dilakukan Perwakilan BPKP DIY lamban.

Sebelumnya JCW telah mengirimkan surat

kepada Jaksa Agung Muda Pengawas

(Jamwas) dan Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.

Bahkan juga melayangkan surat ke KPK agar

melakukan supervisi atas penanganan perkara

tersebut sehingga proses penanganan tidak

berlarut-larut.

BPKP TB

3. jogja.times.co.id Senin, 06
Februari
2023

JCW Desak Kejari
Sleman Tuntaskan
Dugaan Korupsi
Hibah Pariwisata
Sleman

JCW meminta kepada Kejari Sleman tak ragu
mengusut kasus dugaan korupsi di Bumi
Sembada.

Agar penanganan kasus ini tidak stagnan,
Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan
Monitoring Peradilan JCW, Baharudin meminta
Kejari Sleman segera berkoordinasi dengan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY atau
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) DIY untuk melakukan
audit investigasi. Menurutnya audit itu penting
untuk menemukan berapa nilai kerugian
negara.

BPKP B

4. yogyapos.com Senin, 06
Februari
2023

JCW: Usut Tuntas
Dugaan Korupsi
Dana Hibah
Pariwisata

KASUS dugaan korupsi dana hibah pariwisata
yang kini tengah diselediki (penyelidikan) oleh
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman terus
menjadi perhatian publik.

Diduga dana hibah pariwisata yang sedang
dalam penyelidikan oleh Kejari Sleman
tersebut sebesar Rp 10 miliar.

Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung
Kejari Sleman untuk segera menuntaskan
dugaan korupsi dana hibah pariwisata di
Kabupaten Sleman tersebut.

Jika diperlukan segera saja mengajukan surat
permohonan atau permintaan ke BPKP DIY
untuk menghitung kerugian negara atas kasus
dugaan korupsi dana hibah tersebut.

BPKP B

5. timesindonesia.co
.id

Senin, 06
Februari
2023

JCW Desak Kejari
Sleman Tuntaskan
Dugaan Korupsi
Hibah Pariwisata

Kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata di
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta terus bergulir bak bola salju.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan

BPKP B
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Sleman Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba
kepada TIMES Indonesia menyampaikan agar
penanganan kasus ini tidak stagnan,
Baharudin meminta Kejari Sleman segera
berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) DIY atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY
untuk melakukan audit investigasi. Menurutnya
audit itu penting untuk menemukan berapa nilai
kerugian negara.

6. jogjapolitan.harianj
ogja.com

Senin, 06
Februari
2023

JCW Sebut Kasus
Dugaan Korupsi
Dana Hibah Rp10 M
di Sleman Kini Diusut
Penegak Hukum

Jogja Corruption Watch (JCW) mengungkap
adanya kasus dugaan korupsi dana hibah
pariwisata senilai Rp10 miliar yang kini
ditangani aparat penegak hukum di
Sleman. Dana hibah ini dikucurkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) 2020 lalu. Tujuan dari
kucuran dana hibah ini adalah untuk
membantu pemerintah daerah dan pelaku
pariwisata akibat pandemi Covid-19.

Menurut Kamba, belajar dari kasus dugaan
korupsi sebelumnya pada dana perawatan dan
kebersihan Stadion Sultan Agung Bantul pada
Disdikpora Bantul, meski Kejari Bantul telah
menerbitkan SPDP namun hingga kini
penetapan tersangka belum kunjung ada.

"Alasannya masih tahap penghitungan
kerugian negara oleh pihak Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) DIY.

BPKP B

7. jogja.kemenkumha
m.go.id

Jumat, 13
Februari
2023

Tingkatkan
Kompetensi
Pegawai,
Kemenkumham D.I.
Yogyakarta Gelar
Workshop SPIP, MR
dan Kehumasan

Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta
menggelar kegiatan Workshop Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP),
Manajemen Risiko (MR) dan Kehumasan,
Senin (13/02/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua)
hari 13-14 Februari 2023 ini digelar dalam
rangka peningkatan kompetensi pegawai
terkait SPIP, MR dan Kehumasan.

Materi terkait Manajemen Risiko disapaikan
oleh Auditor Madya Perwakilan BPKP D.I.
Yogyakarta Dian Rumastuti.

BPKP B

8. https://bappeda.ku

lonprogokab.go.id/

Rabu, 01

Maret 2023

Rakor Pengawasan

Pengendalian Alih

fungsi Lahan

Pertanian

Bappeda) Kabupaten Kulon Progo mengikuti
Rapat Koordinasi yang diadakan oleh
Kementerian Pertanian dengan tema
Pengawasan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Pertanian Lingkup DIY dan Jawa Tengah.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari
Kepolisian, Kejaksaan, BPKP DIY, Balai
Karantina, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang, dan Bappeda
Kabupaten/Kota wilayah DIY dan Jawa
Tengah.

BPKP B

9. https://jogja.jpnn.c

om

Kamis, 02

Maret 2023

JCW Pertanyakan

Hasil Audit Dugaan

Korupsi Stadion

Sultan Agung Bantul

Jogja Corruption Watch (JCW)
mempertanyakan hasil audit perhitungan
kerugian negara oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp800
juta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan
peralatan dan jasa Stadion Sultan Agung
Bantul. Menurut Koordinator Divisi Pengaduan
Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW
Baharuddin Kamba, hasil audit kerugian

BPKP B
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negara tersebut patut dipertanyakan. Dia juga
menilai kasus tersebut sudah cukup berlarut-
larut tidak juga rampung ditangani pihak
Kejaksaan Negeri Bantul.

10. https://yogya.inew

s.id

Kamis, 02

Maret 2023

Tak Kunjung

Rampung, JCW

Pertanyakan Hasil

Audit Kasus Korupsi

SSA Bantul Yohanes

Demo ·

Audit penghitungan kerugian negara dalam

kasus dugaan korupsi anggaran peralatan dan

jasa kebersihan Stadion Sultan Agung (SSA)

Bantul tak kunjung selesai. Jogja Corruption

Watch (JCW) mempertanyakan hasil audit

penghitungan yang dilakukan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) DIY.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan
Monitoring Peradilan JCW, Baharudin Kamba
mengatakan, audit penghitungan kerugian
negara yang dilakukan oleh BPKP DIY atas
kasus dugaan korupsi di SSA Bantul patut
dipertanyakan. Sebab, hingga saat ini kasus
tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul.

BPKP B

11. Jawa Pos-Radar
Jogja

Jumat, 3
Maret 2023

JCW Tanyakan Hasil
Audit Kerugian
Negara Korupsi SSA

JCW mempertanyakan hasil audit kerugian

negara dari kasus korupsi anggaran peralatan

dan jasa kebersihan Stadion Sultan Agung

Bantul (SSA). Hasil perhitungan kerugian

negara yang dilakukan BPKP DIY masih belum

jelas dan belum ada penetapan tersangka

kasus tersebut. Sebagaimana diketahui,

pejabat Disdikpora Bantul diduga

menyelewengkan anggaran sebesar

Rp800juta.

BPKP TB

12. https://www.dinke

s.jogjaprov.go.id

Senin, 06

Maret 2023

Tantangan Pandemi

Dalam Tatakelola

Logistik Vaksin

COVID-19

Intalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY

kelebihan muatan barang. Langkah yang

selanjutnya dilakukan oleh manajemen adalah

memperluas area penyimpanan dengan

memanfaatkan ruang yang ada. Kondisi over

kapasitas barang ini berlangsung cukup lama

dan mulai berkurang setelah memasuki

periode Juni 2022. Pemantauan kondisi

penyimpanan dan distribusi obat, vaksin Covid-

19 dan alkes tersebut dilaksanakan oleh

berbagai pihak dalam membantu diantaranya

adalah BPOM, BBPOM Yogyakarta, BPK,

BPKP, Inspektorat Daerah, Dirjen Farmalkes,

Dirjen P2P, Irjen Kemenkes, termasuk juga

beberapa lembaga diantaranya ombudsman.

BPKP B

13. https://www.keme

nkopmk.go.id

Selasa, 07

Maret 2023

Penguatan

Pemerintahan Untuk

meningkatan Kualitas

pembanguan Desa

Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas

Pembangunan Desa, Kabupaten Magelang

bertujuan sebagai forum dengar pendapat dan

masukan tentang evaluasi pelaksanaan

kebijakan, pengendalian, dan pelaksanaan

kegiatan yang bermuara di desa dalam upaya

pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat serta sharing knowledge untuk

peningkatan kapasitas desa. Pada sesi

Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan

Pembangunan Desa serta Kebijakan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan

aplikasi Siskeudes disampaikan oleh Yusup

BPKP B
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dari Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

14. https://www.youtu

be.com/watch?v=

53Gc_gl6ryg

Rabu, 08

Maret 2023

Evaluasi Laporan

Keuangan BLUD Dan

Pengadaan Barang

dan Jasa Oleh BPKP

DIY

Perwakilan BPKP DIY menjadi narasumber

pada acara Sosialisasi Review Laporan

Keuangan BLUD dan Pengawasan Pengadaan

Barang dan Jasa di RSUD Soedirman. Adapun

yang menjadi narasumber pada kesempatan

ini adalah Koordinator Perwakilan BPKP DIY

Adi Gemawan dan Koordinator Pengawasan

(Korwas) Bidang Akuntan Negara (AN) Jusup

Partono.

BPKP B

15. https://kesehatan.j

ogjakota.go.id

Selasa, 14

Maret 2023

Membentuk Mindset

Pencegahan Fraud

(Kecurangan) dalam

Program Jaminan

Kesehatan

Workshop Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Dalam Program Jaminan Kesehatan Bagi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota

Yogyakarta dimaksudkan untuk menbentuk

mindset dan perilaku pencegahan fraud dalam

sistem yang telah ditetapkan.

Narasumber yang dihadirkan dari pakar yang

berkompeten terkait dengan pencegahan

fraud, yaitu FKKMK UGM, Inspektorat Jenderal

Kementrian Kesehatan, BPKP RI, KPK, BPJS,

Asosiasi Rumah Sakit (PERSI) dan RS Dr.

Oen untuk best practice dalam pencegahan

fraud.

BPKP B

16. https://www.krjogj

a.com

Rabu, 15

Maret 2023

Ditagih Vendor Rp

7,2 Miliar Saat

Pegang PMI Kota,

Mantan Kapolda DIY

Kaget

Mantan Kapolda DIY dan Wakil Ketua Palang
Merah Indonesia (PMI) DIY Irjen Purn Haka
Astana angkat bicara perihal adanya tagihan
Rp 7,2 miliar dari vendor rekanan PMI Kota
Yogyakarta. Di sisi lain, ada masalah karena
seluruh dokumen dari tahun 2016 hingga 2021
tidak ditemukan sama sekali sehingga tidak
bisa diaudit. Pihaknya sudah konsultasi ke
BPKP DIY. Apabila nantinya BPKP tidak bisa
menemukan solusi atas situasi yang terjadi,
Pihaknya menempuh langkah hukum sudah
melakukan koordinasi dengan Polda DIY dan
kejaksaan untuk mengurai persoalan yang
terjadi.

BPKP B

17. https://www.wartaj

ogja.id

Rabu, 15

Maret 2023

Ketua PMI DIY
GBPH Prabukusumo
Tanggapi Soal
Tagihan Yang Harus
Dibayar PMI Kota
Yogyakarta ke
Vendor Sebesar Rp
7,2 Miliar

Polemik di internal Palang Merah Indonesia
(PMI) Kota Yogyakarta mulai menemukan titik
terang. Sejauh ini belum diketahui apakah
dana Rp7,2 miliar tersebut disalahgunakan
oleh segelintir oknum atau terjadi kesalahan
pelaporan keuangan di PMI Kota Yogyakarta.
Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH)
Prabukusumo selaku Ketua PMI DIYmencoba
ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan), tetapi jika BPKP tidak
sanggup, Dia akan lapor Polisi.

BPKP B

18. https://yogya.inew

s.id

Rabu, 15

Maret 2023

Jadi Plt Ketua PMI

Kota Jogja, Mantan

Kapolda DIY Kaget

Ditagih Rp7,2 Miliar

dari Rekanan

Mantan Kapolda DIY, Irjen Purn Haka Astana
menjadi plt Ketua PMI Kota Yogyakarta.
Beberapa hari melaksanakan tugas sebagai
Ketua Sementara PMI Kota Yogyakarta. Tiba-
tiba muncul tagihan sebesar Rp7,2 miliar dari
vendor atau rekanan PMI. Kejanggalan lain
yang muncul adalah adanya 11 rekening milik
PMI Kota Yogyakarta. Ke 11 rekening tersebut
menjadi pertanyaan kegunaannya untuk apa.
Karena seharusnya rekening PMI tidak boleh
sebanyak itu. Haka menyebut, pihaknya siap

BPKP B
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menempuh langkah hukum apabila nantinya
BPKP DIY tidak bisa menemukan solusi atas
situasi yang terjadi. Pihaknya sudah
melakukan koordinasi dengan Polda DIY dan
kejaksaan untuk mengurai persoalan yang
terjadi.

19. https://smjogja.co
m

Rabu, 15

Maret 2023

Sengkarut PMI Kota
Yogyakarta,
Pengurus DIY
Pertimbangkan
Langkah Hukum

Permasalahan kepengurusan di tubuh

organisasi PMI Kota Yogyakarta berbuntut

panjang. Pada 12 Desember 2022 silam, PN

Sleman telah mengeluarkan putusan yang

dikuatkan di tingkat banding. Majelis hakim

menyatakan gugatan bahwa PMI DIY

melakukan perbuatan melawan hukum,

tidaklah mendasar. Sebaliknya, tindakan Ketua

PMI DIY atau pihak tergugat yang tidak

mengesahkan pembentukan kepengurusan

PMI Kota Yogyakarta dinilai mematuhi hukum.

Munculnya nominal Rp 7,2 miliar berasal dari

tagihan vendor rekanan PMI Yogyakarta.

Namun sampai saat ini masih kesulitan

dilakukan audit lantaran semua dokumennya

tidak ditemukan. Pihak PMI sudah melakukan

inventarisir ke BPKP dan akuntan publik. Jika

terpaksa, akan minta Polda dan Kejaksaan

Tinggi untuk identifikasi.

BPKP B

20. https://www.antvkl
ik.com

Jumat, 17
Maret 2023

Dorong Percepatan

Realisasi APBD,

Kemendagri Gelar

APBD Award dan

Rakornas Keuangan

Daerah 2023

Kemendagri terus-menerus berupaya

mendorong percepatan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak

awal tahun yang dilakukan dengan

memberikan penghargaan APBD

Award kepada kepala daerah dengan realisasi

APBD tertinggi dan menggelar Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan

Daerah Tahun 2023.

Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri
John Wempi Wetipo dan dihadiri sejumlah
narasumber di antaranya Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), Direktur Jenderal (Dirjen)
Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri,
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu,
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Agung RI, Direktur V
Korsupgah KPK, Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Direktur Utama PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI), dan Kepala Sub-
Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Bareskrim Polri.

BPKP B

21. https://www.jurnal

manado.com

Jumat, 17
Maret 2023

Dorong Percepatan

Realisasi APBD,

Kemendagri Gelar

APBD Award dan

Rakornas Keuangan

Daerah Tahun 2023

Kemendagri mendorong percepatan realisasi

APBD sejak awal tahun yang dilakukan dengan

memberikan penghargaan APBD

Award kepada kepala daerah dengan realisasi

APBD tertinggi dan menggelar Rakornas

Keuangan Daerah Tahun 2023.

BPKP B
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Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri
John Wempi Wetipo dan dihadiri sejumlah
narasumber di antaranya Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), Direktur Jenderal (Dirjen)
Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri,
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu,
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Agung RI, Direktur V
Korsupgah KPK, Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Direktur Utama PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI), dan Kepala Sub-
Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Bareskrim Polri.

22. https://trustnews.i
d/read

Jumat, 17
Maret 2023

Dorong Percepatan

Realisasi APBD,

Kemendagri Gelar

APBD Award dan

Rakornas Keuangan

Daerah Tahun 2023

Kemendagri mendorong percepatan realisasi

APBD sejak awal tahun yang dilakukan dengan

memberikan penghargaan APBD

Award kepada kepala daerah dengan realisasi

APBD tertinggi dan menggelar Rakornas

Keuangan Daerah Tahun 2023.

Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri
John Wempi Wetipo dan dihadiri sejumlah
narasumber di antaranya Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), Direktur Jenderal (Dirjen)
Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri,
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu,
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Agung RI, Direktur V
Korsupgah KPK, Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Direktur Utama PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI), dan Kepala Sub-
Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Bareskrim Polri.

BPKP B

23. https://jogja.sorot.
co

Sabtu, 18
Maret 2023

Laporan PMI Yogya
Hilang, Tagihan Rp
7,2 Miliar Jadi
Temuan

Usai ditunjuk untuk menjabat sementara di PMI
Kota Yogyakarta, Mantan Kapolda DIY dan
Wakil Ketua PMI DIY, Irjen (Purn) Haka Astana
kaget dengan adanya tagihan Rp 7,2 miliar dari
vendor rekanan PMI Kota Yogyakarta. atas
temuan itu, pihaknya langsung berkoordinasi
dengan BPKP karena tidak bisa dilakukan
audit serta tidak adanya dokumen, sehingga
masih menunggu jawaban.

BPKP B

24. https://jogjaprov.g
o.id

Selasa, 21
Maret 2023

Sistem Memadai,

Kebijakan Anti

Korupsi Jadi Lebih

Aplikatif

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X

menilai rapat koordinasi pemberantasan

korupsi yang dilakukan rutin oleh KPK RI

merupakan hal yang baik. Namun, Sri Sultan

berharap upaya pencegahan korupsi tidak

hanya didialogkan saja, tapi kebijakan anti

korupsi harup betul-betul teraplikasikan dengan

baik. Hal ini disampaikan Sri Sultan di sela

Rapat Koordinasi Pimpinan

Kementerian/Lembaga Program

BPKP B
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NamaSurat
Kabar/Media

Hari,
Tanggal
Terbit

Judul Ringkasan Berita
BPKP/
Non

Kriteria

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah

dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023.

Pada acara ini dilakukan penandatanganan
Pakta Kerja Sama Program Pemberantasan
Korupsi Pemerintah Daeran antara KPK RI,
Kemendagri RI dan BPKP RI.

25. https://kumparan.c
om

Selasa, 21
Maret 2023

Ketua PMI DIY

Angkat Tangan soal

Masalah di PMI Kota

Yogya: Ruwet,

Sudah Pidana

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), GBPH

Prabukusumo, mengatakan ada masalah yang

sangat pelik di dalam PMI Kota Yogyakarta.

Di tengah laporan keuangan yang tak kunjung

beres, tiba-tiba datang tagihan hingga total

mencapai Rp 7,2 miliar dari sejumlah vendor

yang sempat bekerja sama dengan PMI Yogya

kepada pengurus baru yang terpilih.
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan
sejumlah pihak untuk mencari dokumen-
dokumen keuangan kepengurusan PMI
sebelumnya, baik kepada pengurus tahun
2016-2021, akuntan publik, hingga BPKP DIY.

BPKP B

26. https://www.faceb
ook.com/KPUMag
elang

Rabu, 29
Maret 2023

KPU Kota Magelang Ketua dan Sekretaris KPU Kota Magelang
mengikuti pembahasan hasil Reviu usulan
RAB Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Magelang Tahun 2024 di Kantor
BPKP DIY, Rabu (29/3/2023).

BPKP B

27. https://twitter.com/
kpu_kotamgl

Rabu, 29
Maret 2023

KPU Kota Magelang Ketua dan Sekretaris KPU Kota Magelang
mengikuti pembahasan hasil Reviu usulan
RAB Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Magelang Tahun 2024 di Kantor
BPKP DIY, Rabu (29/3/2023).

BPKP B

28. https://jogja.tribun
news.com

Kamis, 30
Maret 2023

BPKP Kini Bisa

Pantau dan Tekan

Risiko Gangguan

Jaringan Berkat

Netmonk Prime

PT Telkom turut mendukung akselerasi digital

sejalan dengan inisiasi pemerintah di berbagai

sektor industri maupun instansi, salah satunya

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Melalui pemanfaatan Netmonk Prime, platform

digital dibawah naungan Leap-Telkom Digital,

kini BPKP dapat melakukan pemantauan

jaringan di internal BPKP Pusat untuk

menekan risiko terjadinya gangguan jaringan.

BPKP B
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Lampiran 4

Layanan Permintaan Informasi
Januari s.d. Maret 2023

No Bulan Jml
Permintaan
Informasi

Waktu Rata-
Rata yang
Diperlukan

(hari)

Jml
Pemberian
Informasi

Jml
Penolakan
Informasi

Jml
permintaan
dikecualikan/
tidak dikuasai

Alasan
Penolakan
Informasi

1 Januari
9

1 9 - - -

2 Februari
10

1 10 - - -

3 Maret
6

1 6 - - -

Jumlah 25 1 25 0 0 0
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Lampiran 5

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi
Januari s.d. Maret 2023

No Tanggal Kegiatan

1.
30 Jan 2023

Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan SPIP/Manajemen Risiko

Tematik Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Sektor Strategis Nasional.

2. 10 Feb 2023 Analisis tentang kebencanaan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Analis
APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Sekretariat Jenderal
DPR RI

3. 14 Feb 2023 Kunjungan industri siswa SMK Negeri 1 Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah sosialisasi Anti Korupsi.

4. 15 Feb 2023 FGD dengan tema Jogja Smart Province sebagai Akselerator Peningkatan
Pariwisata di DIY.

5. 19 Feb 2023 Kunjungan Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha dalam rangka konsultasi dan
penyamaan persepsi terkait ganti rugi aset Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang yang terkena pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

6. 20 Feb 2023 Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2023.

7. 7 Maret 2023 Koordinasi dan entry meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap TA 2023.

8. 10 Maret 2023 FGD Percepatan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai
Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
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